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Abstrak
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana
salah satunya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam sistem peraturan
perundang-undangan di Indonesia terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan
dan hierarki yang sama dengan Undang-Undang yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau
yang umum dikenal sebagai perppu. Perppu merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden dengan
dasar bahwa negara dalam keadaan genting yang memaksa dan perppu tersebut kemudian harus diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disetujui menjadi Undang-Undang atau tidak. Kemudian
peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang kemudian menjadi
masuk dalam salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang tersebut terhadap
Undang-Undang Dasar, namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
berhadapan dengan asas hukum acara “nemo judex idoneus in propria causa”. Penulisan dan penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menambahkan
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji perppu dan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan dirinya sendiri yang mana dalam hal ini adalah Perppu
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah metode penelitian
yuridis normatif. Hasil peneilitan ini kemudian menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menyimpulkan perppu
memiliki kekuatan hukum setara dengan Undang-Undang sehingga perppu merupakan produk hukum yang dapat
diuji oleh Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk kembali kepada konstitusi
dalam menjalankan kewenangannya mengenai pengujian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
dirinya sendiri.
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Abstract

The Constitutional Court has the authority as stipulated in the Constitution of 1945, one of which is to examine the Law against
the Basic Law. In the statutory regulatory system in Indonesia there is a statutory regulation that has the same position and hierarchy
as the Law, namely the Government Regulation in Lieu of Law or commonly known as Perppu. The Perppu is a legal product
issued by the President on the basis that the state is in a precarious state of force and the Perppu must then be submitted to the House
of Representatives (DPR) for later to be approved as a law or not. Then the provisions regarding the Constitutional Court are further
regulated in the Act which then becomes one of the authorities of the Constitutional Court to examine the Act against the Basic Law,
but in this case the Constitutional Court through the Constitutional Court Judge Assembly is dealing with the principle of procedural
law "Nemo judex idoneus in propria causa". The purpose of this writing and research is to analyze the consideration of the
Constitutional Court Panel of Judges in adding the authority of the Constitutional Court to examine the Perppu and the laws and
regulations that fall within the authority of the Constitutional Court relating to itself which in this case is Perppu Number 1 of 2013
concerning Amendment The second is Law Number 24 Year 2003 concerning the Constitutional Court. The method used in this
research is normative juridical research. The results of this research later found that the Constitutional Court concluded that the
Perppu had the legal force equivalent to the Law so that the Perppu was a legal product that could be tested by the Constitutional
Court and the Constitutional Court stated that to return to the constitution in exercising its authority regarding the testing of laws
and regulations relating to himself.
Keywords: Constitutional Court, Authority, Perppu Testing,

I. PENDAHULUAN
Konflik antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi dapat
mungkin terjadi, khususnya pada hubungan UUD dan UU. Hans Kelsen mengemukakan
bahwa hal tersebut adalah masalah konstitusionalitas suatu UU yang sebagaimana prinsip
DHARMASISYA Vol. I N0. 2 (Juni 2021)

571

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 571-588
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

hukum yang berlaku universal yang mana agar UU yang tingkatannya berada di bawah UUD
dapat berlaku dan diberlakukan, UU tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD.1 Dan
oleh karena itu diperlukan adanya badan atau lembaga yang memiliki kewenangan dan tugas
untuk menguji konstitusionalitas suatu UU. Sehingga atas dasar pemikiran tersebut,
dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pertama kali di Austria pada tahun 1920.2
Namun pengujian suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut di tiap negara berbeda-beda dan bervariasi,
tergantung dari latar belakang yang mendasarinya dan norma hukum yang berlaku di masingmasing negara, seperti di Jepang, pengujian tersebut dilakukan oleh MK, sedangkan di
Amerika Serikat pengujian tersebut dilakukan oleh MA dan di Perancis pengujian tersebut
dilakukan oleh sebuah Dewan Konstitusi.3
MK merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman,
selain Mahkamah Agung (MA), di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perubahan ketiga yang ditetapkan pada
Sidang Tahunan MPR Tanggal 9 November 2001.4 Lahirnya MK sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24C
UUD 1945 hasil perubahan ketiga UUD 1945, dapat dikatakan merupakan konsekuensi dari
perubahan UUD 1945 yang membuat beralihnya supremasi MPR menjadi supremasi
konstitusi sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia menghendaki adanya satu sistem hukum
nasional yang ditentukan dengan adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan
hukum, yakni UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang tetap berlandaskan pada Pancasila
sebagai dasar negara. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman
tersebut memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945. 5
Dari seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik undang-undang maupun UUD 1945,
salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undangundang dasar. Namun selain undang-undang, terdapat jenis peraturan perundang-undangan
lain yang memiliki hierarki, fungsi dan materi muatan yang sama dengan undang-undang, yakni
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu), yang ditetapkan oleh Presiden
dengan dasar bahwa negara dalam kegentingan yang memaksa.6
Sifat dari suatu perppu adalah dapat langsung berlaku mengikat umum setelah
ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan, namun perppu tersebut harus diajukan ke DPR
untuk dimintakan persetujuannya agar ditetapkan menjadi undang-undang.7 Apabila perppu
tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka perppu tersebut harus dicabut dan harus
dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 22
ayat (3) UUD 1945. Meskipun demikian, perppu tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum

Asshidiqie, Jimly: Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 19.
Siahaan, Maruarar Siahaan: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat
Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 6-7.
3 Harman, Benny K.: Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi : Sejarah pemikiran pengujian UU terhadap
UUD. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013, hlm. 79.
4 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 5.
5 Ibid.., hlm. 7.
6 Indrati S., Maria Farida: Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan). Yogyakarta:
Kanisius, 2007, hlm. 215-216.
7 Indrati S., Maria Farida: Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Penyusunan). Yogyakarta: Kanisius,
2007, hlm. 82.
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mengikat sejak perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan walaupun masih
dalam proses pengajuan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewenangan untuk melakukan pengujian
perppu tersebut berada pada DPR karena perppu tersebut harus diajukan kepada DPR untuk
mendapat persetujuan oleh DPR yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang (apabila
disetujui oleh DPR) dan harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bila perppu tersebut tidak
mendapat persetujuan oleh DPR. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dalam
ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.8
Namun, pada Tanggal 28 Oktober 2009, pertama kali dalam sejarah, MK menggelar
sidang perdana pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor
4 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.9 Dasar yang digunakan MK adalah karena perppu dapat
menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka
terhadap norma yang terdapat dalam perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah
bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.10 Selain itu, ketua MK pada saat itu, Moh.
Mahfud MD, mengemukakan bahwa perkembangan ketatanegaraan di lapangan menjadi
alasan baginya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap perppu oleh MK.11
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, berpendapat bahwa MK tidak
berwenang menguji perppu. Sebab, kewenangan MK hanya terbatas menguji undang-undang
terhadap undang-undang dasar (UUD 1945). Pasal 7 huruf C UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebut ‘undang-undang/perppu’. Jadi
perppu memang setara dengan undang-undang. Namun, bagaimanapun perppu bukanlah
undang-undang. Ketika ada yang memohon pengujian perppu, MK harus menunggu sampai
perppu itu disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Sementara Pasal 9 ayat (1) UU No. 12
Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan
dengan UUD 45, pengujiannya dilakukan oleh MK.12 UUD 1945 juga menyatakan bahwa
kewenangan MK adalah menguji undang-undang, bukan perppu, terhadap UUD 1945.13
Perdebatan mengenai kewenangan MK untuk melakukan pengujian terhadap perppu
kembali menguat dan menjadi sorotan saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perppu tersebut diterbitkan oleh
Presiden pada 17 Oktober 2013 setelah terjadi penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Periode 2013, yang saat itu non-aktif dan diberhentikan oleh Presiden
pada 5 Oktober 2013,14 M. Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2

Ketentuan lain yang terkait mengenai pengajuan persetujuan perppu kepada DPR adalah UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
9
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ae9249987e05/pertama-kalinya-produk-perppudisidangkan-di-mk. (diakses 01 Februari 2020, pukul 15.58 WIB).
10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
11 Alasan Berbeda (concurring opinion) Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
12
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ae9249987e05/pertama-kalinya-produk-perppudisidangkan-di-mk, (diakses 01 Februari 2020, pukul 16.25 WIB).
13 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14
http://www.voaindonesia.com/content/presiden-berhentikan-akil-mochtar-sebagai-ketua-mk/176
3884.html, (diakses 01 Februari 2020, pukul 19.20 WIB).
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Oktober 2013 dalam operasi tangkap tangan KPK pada kasus penyuapan penanganan perkara
pemilihan kepala daerah Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan.15
Namun demikian, terjadi perdebatan dalam penerbitan perppu tersebut. Selain perppu
tersebut dinilai inkonstitusional dengan menambahkan pengawasan Hakim Konstitusi oleh
Komisi Yudisial (KY) pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, penerbitan perppu
yang hanya dapat dikeluarkan dalam kegentingan memaksa oleh Presiden, tidak tepat
penerbitannya karena penangkapan dan penahanan Ketua MK Periode 2013 yang saat ini nonaktif, M. Akil Mochtar, bukanlah suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa karena persoalan
tersebut, yang juga mengakibatkan kekosongan Hakim Konstitusi pada MK, penanganannya
telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sehingga tidak serta-merta membuat MK tidak dapat menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegakkan konstitusi
Negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945. Masuknya KY dalam pengawasan Hakim
Konstitusi pada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dianggap inkonstitusional karena MK,
dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, telah menyatakan bahwa Hakim Konstitusi
bukanlah hakim sebagaimana dimaksud UUD 1945 dalam pengertian hakim yang perilaku
etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial (KY), putusan MK sendiri adalah putusan yang bersifat
final16 dan mengikat. Artinya, putusan MK tersebut adalah putusan akhir yang tidak ada upaya
hukumnya dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian Hakim Konstitusi tidak
termasuk dalam pengertian hakim yang masuk dalam kewenangan pengawasan KY dan
pengawasan Hakim Konstitusi oleh KY adalah bertentangan dengan undang-undang dasar.
Persoalan selanjutnya adalah keberadaan Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18A perppu tersebut yang telah membatasi kewenangan Presiden, DPR dan Mahkamah
Agung (MA) untuk mengajukan Hakim Konstitusi. Terlebih lagi Panel Ahli tersebut terdiri 1
(satu) orang yang diusulkan Mahkamah Agung, 1 (satu) orang yang diusulkan oleh DPR, 1
(satu) orang yang diusulkan oleh Presiden dan 4 (empat) orang yang diusulkan oleh KY.
Ketentuan pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa 9 (sembilan)
Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden yang diajukan oleh DPR, MA dan Presiden tanpa
harus melewati lagi uji kelayakan dan kepatutan oleh pihak lain termasuk Panel Ahli.
UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa KY tidak berwenang baik secara
langsung maupun tidak langsung mengusulkan pengangkatan Hakim Konstitusi. Hal ini dapat
dengan mudah dipahami bila dilihat dari urutan peletakan pasal yang mengatur tentang KY
dan pasal yang mengatur tentang MK dalam UUD 1945. Bahwa pasal yang mengatur tentang
Komisi Yudisial dalam UUD 1945 adalah Pasal 24B yang merupakan pengaturan lebih lanjut
dari Pasal 24A yang mengatur tentang Mahkamah Agung. Sementara Mahkamah Konstitusi
diatur dalam Pasal 24C, dari urutan peletakan pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa KY
hanya berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan tidak berwenang
mengusulkan pengangkatan Hakim Konstitusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie, yang
menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan original intent dan sistematika Pasal 24, Pasal 24A,

15http://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologi.Penangkapan.Akil.Mochtar,

(diakses 01 Februari 2020, pukul 20.46 WIB).
16 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
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Pasal 24B dan Pasal 24C (UUD 1945), sangat jelas bahwa tugas konstitusional KY hanya
terkait dengan MA dan hakim di lingkungan MA saja.17
Karena Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tersebut pada pokoknya dinilai inkonstitusional,
maka pada 21 Oktober 2013, Habiburokhman, S.H., M.H. mengajukan permohonan untuk
melakukan pengujian perppu tersebut kepada MK yang kemudian dr. Salim Alkatiri, “Forum
Pengacara Konstitusi”, dan Muhammad Joni, S.H., M.H. mengajukan permohonan yang sama
kepada MK masing-masing pada Tanggal 21 Oktober 2013, 23 Oktober 2013, dan 24 Oktober
2013. Dan MK, berdasarkan yurisprudensinya pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009,
menerima pengajuan permohonan untuk melakukan pengujian atas perppu tersebut.
Namun, selain yurisprudensi MK yang menambahkan kewenangan MK untuk
melakukan pengujian atas perppu tersebut yang dinilai menyimpang dari UUD 1945
(inkonstitusional), terjadi tumpang-tindih kewenangan antara MK dengan DPR yang samasama melakukan pengujian perppu tersebut. Pada pengujian atas perppu tersebut, antara MK
dan DPR seolah-olah ‘berlomba’ untuk menyelesaikan pengujian perppu tersebut. Karena,
apabila salah satu lembaga ini menyelesaikan pengujiannya atas perppu tersebut dan
mengeluarkan putusan atas pengujian tersebut terlebih dahulu, maka lembaga lainnya akan
kehilangan objek pengujian.18
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa MK tidak bisa
melakukan pengujian terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tersebut karena MK tidak bisa
melakukan uji materi terhadap produk hukum yang mengatur lembaganya.19 Ketika perppu
tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, kelompok
pengacara yang dipimpin oleh Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H., mengajukan permohonan
untuk melakukan pengujian atas undang-undang tersebut kepada MK dan terhadap
permohonan tersebut, MK menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa permohonan
tersebut dikabulkan seluruhnya dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 sehingga UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sehingga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali.
20

Atas hal tersebut, ketua KY saat itu, Suparman Marzuki, mengkritik sikap MK yang
bersedia melakukan uji materi undang-undang yang mengatur mengenai lembaganya sendiri
(Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014). Karena hal tersebut bertentangan dengan asas
hukum acara yang berlaku, yakni “seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri
(nemo judex idoneus in propria causa)”. Dan oleh karenanya, masih menurut Suparman Marzuki,
sudah sepatutnya MK 'tidak menerima' permohonan pemohon, yakni dengan tidak

Asshiddiqie, Jimly: Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 156.
18 Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan membatalkan perppu
tersebut, maka perppu tersebut akan dinyatakan tidak berlaku sehingga Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat
melanjutkan pengujiannya atas perppu tersebut karena perppu tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi dan begitu juga sebaliknya. Dan apabila Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan setuju atas perppu tersebut, maka perppu tersebut akan ditetapkan menjadi Undang-Undang
sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pengujiannya karena perppu yang menjadi objek
pengujiannya telah ditetapkan menjadi Undang-Undang.
19
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/07/yusril-mk-tak-berhak-uji-perpu-yang-atur-pen
gawasan-mereka-sendiri, (diakses 01 Februari 2020, pukul 22.28 WIB).
20 Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.
17
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melanjutkan kepada pemeriksaan substansi atau menolak seluruh permohonan pemohon
tersebut.21
Terhadap pendapat ketua KY tersebut, Patrialis Akbar yang merupakan salah satu
Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat itu menyatakan bahwa
pengujian materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tersebut bukan merupakan sebuah
larangan dalam UUD 1945. Bahkan, apabila pengujian tersebut tidak dilakukan oleh MK,
maka lembaga peradilan mana yang berhak dan dapat melakukan pengujian terhadap
konstitusionalitas undang-undang tersebut. Selain itu, apabila MK dilarang menguji undangundang yang mengatur tentang MK, maka MK akan menjadi mudah dilumpuhkan yang mana
hal tersebut bisa terjadi melalui pembentukan undang-undang untuk kepentingan kekuasaan
ketika posisi Presiden mendapat dukungan yang kuat dari DPR atau sebaliknya.22
II. PEMBAHASAN
1. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Yang
Menambahkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Uji Materi
Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Sebuah sejarah terjadi pada tanggal 28 Oktober 2009, ketika untuk pertama kalinya
MK menggelar sidang pengujian perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Putusan
Nomor 138/PUU-VII/2009. Dasar yang digunakan MK adalah karena perppu dapat
menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka
terhadap norma yang terdapat dalam perppu tersebut MK dapat menguji perppu tersebut
apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.
Putusan tersebut menjadi suatu perdebatan ketika dalam konklusinya MK menyatakan
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian perppu terhadap UUD mengingat
kewenangan menguji perppu terhadap UUD 1945 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi
dalam persidangan pengujian undang-undang dan mengingat kewenangan MK untuk menguji
perppu, secara eksplisit, sama sekali tidak tercantum dalam UUD 1945 maupun UU terkait
dengan kewenangan MK.
Perdebatan mengenai kewenangan MK untuk melakukan pengujian terhadap perppu
kembali menguat dan menjadi sorotan saat dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi. Selain perdebatan atas putusan MK yang menambahkan kewenangan MK untuk
melakukan pengujian atas perppu tersebut yang dinilai menyimpang dari UUD 1945
(inkonstitusional), terjadi tumpang-tindih kewenangan antara MK dengan DPR yang samasama melakukan pengujian terhadap perppu tersebut. Pada pengujian perppu tersebut, antara
MK dan DPR seolah-olah ‘berlomba’ untuk menyelesaikan pengujian perppu tersebut.
Karena, apabila salah satu lembaga ini menyelesaikan pengujiannya atas perppu tersebut dan
mengeluarkan putusan atas pengujian tersebut terlebih dahulu, maka lembaga lainnya akan
kehilangan objek pengujian.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar masuknya
kewenangan pengujian perppu dalam kewenangan MK adalah Putusan Nomor 138/PUUVII/2009. Terhitung sejak putusan dibacakan, pintu gerbang untuk menguji konstitusionalitas
perppu terhadap UUD 1945 melalui MK menjadi terbuka. Putusan tersebut menjadi sumber
21
http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/0920377/KY.Uji.Materi.Perppu.MK.Tak.Bisa.Jadi
.Hakim.bagi.Dirinya.Sendiri, (diakses 01 Februari 2020, pukul 22.58 WIB).
22
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/481161-patrialis--jika-tak-boleh-uji-uu-soal-mk--mkmudah-dilumpuhkan, (diakses 02 Februari 2020, pukul 00.05 WIB).
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hukum ketatanegaraan yang berkedudukan sangat kuat, karena sesuai ketentuan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, putusan MK adalah final yang mana putusan tersebut berarti langsung
memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat
ditempuh terhadap putusan tersebut.
Dalam setiap putusan pengadilan terdapat alasan yang digunakan hakim dalam
memutus suatu perkara atau dengan kata lain, terdapat pertimbangan hakim dalam memutus
suatu perkara. Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat perspektif hakim dalam memandang
sebuah permasalahan hukum yang pada akhirnya akan membawa hakim kepada solusi
pemecahan permasalahan hukum yang diperiksanya. Tidak hanya akan berlaku dan diikuti oleh
pengadilan lain yang lebih rendah dan pengadilan selanjutnya karena putusan tersebut dapat
dikatakan menjadi sebuah yurisprudensi, namun juga hal tersebut akan menentukan
penerimaan publik terhadap suatu putusan.
Pada perkara pengujian UU terhadap UUD, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan juga menjadi sebuah sorotan yang mana judicial review konstitusionalitas suatu undangundang terkait dengan perspektif hakim dalam melihat suatu ketentuan dalam UUD yang
kemudian menjadi suatu penafsiran atau interpretasi oleh hakim dalam pandangannya terhadap
suatu ketentuan dalam UUD tersebut. Titon Slamet Kurnia23 mengemukakan bahwa hakikat
dari pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang adalah tentang interpretasi yang
diterapkan oleh badan yudisial ketika memberikan pertimbangan (judicial reasoning) terhadap
putusannya.
Beberapa metode penafsiran atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim
(pengadilan) yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran hukum menurut Sudikno
Mertokusumo dan A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh Tim Penyusun buku Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi (2010) adalah sebagai berikut:24
1. Interpretasi Gramatikal
2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis
3. Interpretasi Sistematis atau Logis
4. Interpretasi Historis
5. Interpretasi Komparatif
6. Interpretasi Futuritis
Selain metode penafsiran hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdapat juga metode
penafsiran konstitusi yang dikenal dalam kepustakaan hukum konstitusi yang diidentifikasikan
Bobbitt sebagaimana dikutip oleh Tim Penyusun buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
(2010) sebagai berikut:25
1. Penafsiran Tekstual
2. Penafsiran Originalism. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan
original intent terhadap norma-norma hukum konstitusi.26
3. Penafsiran Doktrinal
Kurnia, Titon Slamet: Konstitusi HAM : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 &
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 103.
24 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, op.cit, hlm. 70-74.
25 Ibid, hlm. 74-76.
26 Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah Metode Penafsiran Gramatikal atau Interpretasi Bahasa pada
metode penafsiran ini yang mana menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran ini merupakan penafsiran yang
menekankan pada makna teks yang ada di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. (Asshidiqie, Jimly: Pengantar Ilmu
Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 290.)
23
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4. Penafsiran Prudensial
5. Penafsiran Struktural
6. Penafsiran Etikal
Meskipun interpretasi atau penafsiran tersebut merupakan isu utama dalam hal
pengujian konstitusionalitas suatu UU terlebih pengujian yang dilakukan oleh suatu
badan/lembaga yudisial (judicial review), namun tidak ada satupun dalam hukum positif
manapun yang menentukan atau memerintahkan hakim untuk memilih salah satu atau
beberapa metode penafsiran atau interpretasi saja dalam menjatuhkan suatu putusan. Hakim
dalam hal tersebut memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-metode
penafsiran atau interpretasi konstitusi berdasarkan keyakinannya. Hal tersebut sebagaimana
dengan prinsip indepedensi dan kebebasan hakim yang mana pemilihan dan penggunaan
metode penafsiran atau interpretasi tersebut merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim
dalam penemuan hukum. MK sendiri pernah mengemukakan dalam Putusan Nomor
005/PUU-IV/2006.27
Hal tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh UU Kekukasaan Kehakiman yang
menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan
kewenangannya wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat.28 Namun demikian, dalam penafsiran atau
interpretasinya, hakim pada metodenya harus dapat menjamin objektivitas dan rasionalitas dari
putusan guna mencegah kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan oleh
karena itu UU memerintahkan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang
hukum.29 Oleh karena itu, hakim konstitusi, dalam rangka penemuan hukum (rechtsvinding)
hingga pada putusannya, harus menyadari bahwa ia merupakan bagian dari amanat UU
Kekuasaan Kehakiman dan sebagai peradilan negara, MK harus menerapkan dan menegakkan
hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila selain wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakatnya,30 sebagaimana
ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, MK melihat apabila rumusan Pasal 22
UUD 1945 hanya dikaji berdasarkan interpretasi gramatikal dan pendekatan original intent, maka
dapat disimpulkan bahwa MK tidak berwenang untuk melakukan pengujian perppu. Namun
MK pada putusannya tersebut juga melakukan pendekatan melalui penafsiran sistematis yang
mana MK menempatkan Pasal 22 UUD 1945 yang mengatur kewenangan Presiden dalam
membuat perppu dalam konteks UUD 1945 hasil perubahan I, II, III, dan IV. Melalui
pendekatan tersebut, MK menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai perppu berada dalam
Bab VII UUD 1945 tentang DPR yang mana dalam hubungannya dengan materi yang diatur
dalam Bab VII, ketentuan Pasal 22 tersebut sangat erat hubungannya dengan kewenangan
DPR dalam pembuatan UU.31
Di samping itu, MK membedakan perppu dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang
mana PP berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 adalah peraturan pemerintah yang ditetapkan
oleh Presiden untuk menjalankan UU sedangkan perppu adalah peraturan pemerintah yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menggantikan UU yang mana materi dalam perppu yang
seharusnya diatur dalam wadah UU, namun karena berdasarkan keadaan genting yang
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
29 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
30 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, op.cit, hlm. 80.
31 Paragraf [3.7] poin a Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.
27
28

DHARMASISYA Vol. I N0. 2 (Juni 2021)

578

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 571-588
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

memaksa maka perppu diberikan kekhususan tersendiri dalam hal proseduralnya meskipun
materinya adalah materi UU.32 MK juga menyimpulkan bahwa perppu melahirkan norma
hukum yang mana sebagai norma hukum, maka perppu melahirkan status hukum baru,
hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru. Dan sebagaimana sifat dari suatu perppu,
maka norma hukum tersebut sah dan berlaku sebagaimana UU sejak diberlakukan, dan karena
dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatannya mengikat sama dengan UU, maka MK
menyimpulkan dan menyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji perppu sebelum adanya
persetujuan atau penolakan DPR terhadap perppu tersebut, terlebih saat perppu tersebut
sudah mendapat persetujuan dari DPR karena berkat persetujuan itu perppu tersebut
kemudian menjadi UU yang memang secara eksplisit dan tekstual terdapat dalam UUD 1945
sebagai bagian dari kewenangan judicial review MK.33 Dalam hal ini MK menggunakan
independensinya sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana
amanat dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Menurut Maruarar Siahaan, independensi tersebut sangat erat dengan imparsialitas atau
ketidakberpihakan hakim baik dalam memeriksa perkara maupun pengambilan keputusan yang
mana konsep indepedensi dan imparsialitas hakim tersebut mempunyai beberapa aspek atau
dimensi, secara fungsional, kelembagaan (institusi), maupun secara personal dari masingmasing hakim yang mana kebebasan fungsional menurut hukum tata negara mengandung
larangan bagi kekuasaan negara lain untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara
oleh hakim baik dalam hal pertimbangan maupun penjatuhan putusan. 34 Kebebasan tersebut
tidak mengandung sifat yang mutlak karena dibatasi oleh hukum dan keadilan yang didasarkan
pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang dirumuskan
Pancasila. Kebebasan hakim secara fungsional berkaitan dengan pertanggungjawaban yang
terbuka kepada masyarakat sehingga hakim harus dibimbing oleh hati nurani yuridisnya dalam
melaksanakan tugas-tugas peradilan yang dapat dinilai oleh masyarakat.35
Hal tersebut dapat dilihat dalam concurring opinion Hakim Konstitusi sekaligus ketua MK
saat itu, Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa penambahan kewenangan MK dalam
pengujian perppu tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat yang ada
pada saat pencari keadilan memohonkan perkara pada MK. Keadaaan yang nyata dalam
kehidupan bernegara menunjukkan terdapat berbagai persoalan terkait keberlakuan perppu
yang apabila pengujiannya hanya diserahkan pada DPR akan berpotensi menimbulkan
pelanggaran konstitusional. Dalam hal ini Moh. Mahfud MD menggunakan pendekatan
sosiologis terhadap berbagai masalah yang dapat timbul dalam praktik kehidupan bernegara
terkait keberlakuan perppu dan hal tersebut turut andil dalam menentukan kewenangan MK
dalam pengujian konstitusionalitas perppu. Kewenangan MK dalam menguji perppu tersebut
menjadi pengisi kekosongan hukum terkait permasalahan yang pernah timbul dan ditunjukkan
dalam praktik bernegara tersebut.36 Sehingga dapat disimpulkan, MK pada putusannya Nomor
138/PUU-VII/2009 memberi makna kontekstual pada UUD 1945 dengan interpretasi
Paragraf [3.9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
34 Siahaan, Maruarar: op.cit, hlm. 66-67.
35 Ibid, hlm. 67-68.
36 Pengabaian tindak lanjut terhadap perppu oleh DPR nyata terjadi pada perppu Nomor 4 Tahun 2009
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang
dituangkan Moh. Mahfud MD dalam concurring opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVII/2009.
32
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sosiologis dan teleologis37 sehingga teks yang terdapat pada UUD 1945 diinterpretasi untuk
memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut
merupakan putusan yang responsif terhadap kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Pada perkara pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang diajukan dan dimohonkan
pada MK, MK menjadikan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut sebagai dasar
kewenangan MK untuk melakukan pengujian perppu tersebut. 38 Hal tersebut selain
sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa putusan MK
bersifat final, putusan MK juga bersifat mengikat yang artinya berlaku umum saat putusan
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum, serta setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi sebagaimana
fungsi MK yang dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang
ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.39
2. Kewenangan Mahkamah konstitusi Memutus Perkara Yang Terkait Dengan
Dirinya Sendiri Ditinjau Dari Asas Hukum Acara.
MK merupakan lembaga negara yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman di Indonesia selain MA, yang mana MK memiliki fungsi sebagai penafsir sekaligus
pengawal UUD sebagai konstitusi (the guardian of the constitution) yang salah satu tugasnya adalah
menjamin konstitusionalitas suatu UU dengan memiliki kewenangan untuk menguji suatu UU
terhadap UUD. Namun demikian, menjadi suatu perdebatan ketika ada UU yang mengatur
mengenai MK dan UU tersebut diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya ke MK dan hal
tersebut terjadi pada perkara pengajuan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
dan pengajuan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman40 yang kemudian
terhadap permohonan pengajuan kedua UU tersebut MK mengeluarkan Putusan Nomor
005/PUU-IV/2006.
Dalam perkara tersebut, MK melalui hakim konstitusi menyatakan bahwa hakim
konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY.
Kemudian, MK tidak menghapus kewenangan pengawasan KY terhadap hakim agung dengan
pertimbangan bahwa MK tidak menemukan dasar konstitusionalitas untuk menghapus
kewenangan tersebut. Serta MK berpendapat bahwa seluruh ketentuan dalam UU No. 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengenai pengawasan dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, MK juga memutuskan
bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai hakim yang masuk dalam kewenangan
pengawasan oleh KY.41
Hal tersebut kembali menguat dan menjadi sorotan ketika diajukannya permohonan
pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ke MK yang mana pada akhirnya pada
permohonan pengajuan pengujian perppu tersebut MK menyatakan bahwa permohonan tidak
dapat diterima karena para pemohon dinyatakan kehilangan objek pengujian yang mana
Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, pada saat bersamaan pengujian di MK, disetujui oleh
DPR untuk kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014.
Metode penafsiran yang mengacu pada formulasi norma hukum menurut tujan dan jangkauannya
serta dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dengan gejala sosial yang terjadi dan keadaan
masyarakat. (Asshiddiqie, Jimly: op.cit, hlm. 282-284.)
38 Paragraf [3.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XI/2013.
39 Fadjar, A. Mukhtie: Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 119.
40 UU Nomor 4 Tahun 2004 sekarang tidak lagi berlaku dan diganti dengan UU Nomor 48 Tahun 2009.
41 Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.
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Tidak hanya sampai disitu saja, persoalan mengenai pengujian yang dilakukan oleh MK
terhadap UU yang mengatur mengenai MK kembali menjadi sorotan ketika UU Nomor 4
Tahun 2014 tersebut diajukan permohonan pengujiannya ke MK yang kemudian terhadap
permohonan tersebut MK menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan para
pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2014
bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2014 tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakan bahwa UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
berlaku kembali.42
Atas hal tersebut, ketua KY, Suparman Marzuki, mengkritik sikap MK yang bersedia
melakukan uji materi UU yang mengatur mengenai lembaganya sendiri (Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2014). Karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum yang berlaku,
yakni asas hukum di dalam hukum acara “seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya
sendiri (nemo judex idoneus in propria causa)”. Dan oleh karena itu, masih menurut Suparman
Marzuki, sudah sepatutnya MK 'tidak menerima' permohonan tersebut dengan tidak
melanjutkan permohonan tersebut pada pemeriksaan substansi atau menolak seluruh
permohonan tersebut.43
Sebagaimana dalam proses peradilan pada pelaku kekuasaan kehakiman pada
umumnya, terdapat asas-asas yang berlaku dalam hukum acara MK yang mana asas-asas
tersebut adalah:44
1. Ius curia novit (asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak ada hukumnya atau
hukumnya kurang jelas)
2. Persidangan Terbuka Untuk Umum
3. Independen dan Imparsial
4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan
5. Audi et alteram partem (hak untuk didengar secara seimbang)
6. Hakim aktif dalam persidangan
7. Praesumtio iustae causa (asas praduga keabsahan)
Namun perlu diingat bahwa dalam sistem hukum Indonesia juga terdapat asas nemo
judex idoneus in propria causa yang mana seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri
dan asas tersebut berlaku bagi seluruh pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk
MK. Asas tersebut merupakan perwujudan dari imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang berlaku dalam setiap proses
peradilan di Indonesia, termasuk MK, yang mana asas tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal
17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam hal ini, MK menyatakan pada pertimbangannya dalam Putusan Nomor
005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 bahwa objek permohonan yang
diajukan oleh para pemohon telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa kewenangan MK adalah, salah satunya, menguji UU
terhadap UUD yang mana walaupun demikian, MK tetap harus menghilangkan adanya
keraguan pada objektivitas, netralitas, dan imparsialitas MK dalam melaksanakan kewenangan
MK yang diberikan oleh UUD tersebut terhadap objek permohonan yang diajukan oleh
Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014
http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/0920377/KY.Uji.Materi.Perppu.MK.Tak.Bisa.
Jadi.Hakim.bagi.Dirinya.Sendiri, Diakses Minggu 02 Februari 2020, pukul 01.47 WIB
44 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, op.cit, hlm. 15-24.
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pemohon mengingat UU yang diajukan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai MK sendiri.
Untuk itu MK pada pertimbangan selanjutnya dalam Putusan Nomor 005/PUUIV/2006 menyatakan bahwa keberadaan MK sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan
oleh UUD 1945 adalah sebagai konsekuensi dari sistem ketatanegaraan baru Negara Indonesia
yang gagasan dasarnya adalah bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang
demokratis (democratische rechtsstaat) yakni negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum
(constitutional democracy), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)
UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang
menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar,
yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Yang
mana syarat pertama setiap negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy
adalah adanya prinsip konstitusionalisme (constitutionalism), yakni prinsip yang menempatkan
UUD atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dan oleh sebab itu di negara-negara yang
menganut paham rule of law dan constitutional democracy, konstitusi merupakan sebagai
perwujudan hukum tertinggi yang kepadanya segala hukum dan tindakan pemerintahan harus
menundukkan diri. Oleh karena itu keberadaan MK merupakan perwujudan dari mekanisme
yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan
dalam praktik kehidupan bernegara, sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau
UUD (the guardian of the constitution) yang karena fungsinya tersebut dengan sendirinya MK
merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan penafsir tunggal UUD (the
sole judicial interpreter of the constitution). Pada kerangka pemikiran tersebut, seluruh kewenangan
yang diberikan oleh konstitusi kepada MK sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya (constitutionally based power
institutions). 45
Pada pertimbangan selanjutnya, MK mendefinisikan imparsialitas sebagai prinsip etik
yang bersifat universal yang mana perinsip tersebut lebih menitikberatkan pada konflik
kepentingan individual yang menjadi objek sengketa (objectum litis) seperti halnya pada
pemeriksaan perkara perdata atau pidana. Sedangkan pada proses perkara di MK, masalah
konstitusionalitas suatu UU yang lebih menyangkut pada kepentingan publik yang dijamin oleh
UUD 1945 sebagai konstitusi sebagai hukum tertinggi (supreme law) yang menjadi objek
sengketa. Selain itu, hakim konstitusi dalam melaksanakan fungsi MK sebagai pengawal
konstitusi, telah bersumpah, sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa akan memenuhi
kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Sumpah tersebut membawa konsekuensi apabila hakim konstitusi membiarkan tanpa
ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus,
padahal persoalan tersebut berdasarkan konstitusi secara nyata merupakan kewenangannya
maka hal tersebut adalah bertentangan dengan UUD.46 Dengan demikian, MK menyimpulkan
bahwa penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menyampingkan
kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan
pengujian konstitusionalitas suatu UU, sehingga MK lebih menekankan pada fungsi dan
tugasnya untuk mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip
45
46

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 148-150.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, op.cit, hlm. 150-153.
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imparsialitas dalam keseluruhan proses dan oleh karena itu, MK menyatakan bahwa asas nemo
judex idoneus in propria causa, yakni bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam
perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam perkara tersebut.
Demikian halnya pada pertimbangan MK pada Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014
yang mana MK menyatakan bahwa apabila MK menolak untuk memeriksa, mengadili, serta
memutus perkara yang secara nyata merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh
UUD 1945 kepada MK, yakni pengujian konstitusionalitas suatu UU, maka lembaga negara
mana lagi yang berwenang, secara konstitusional, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara pengujian konstitusionalitas UU tersebut. Dalam kondisi seperti demikian, apabila MK
menerima untuk menolak pengujian UU terhadap UUD dengan dasar imparsialitas, maka
tidak menutup kemungkinan terdapat materi UU mengenai MK yang dapat merugikan
kewenangan MK. Apabila MK dilarang menguji UU yang mengatur tentang MK maka MK
akan menjadi lembaga yang merupakan sasaran empuk untuk dilumpuhkan melalui
pembentukan UU demi kepentingan kekuasaan, yakni ketika posisi Presiden mendapat
dukungan yang kuat dari DPR atau sebaliknya yang mana DPR dan Presiden menurut UUD
1945, sebagai konstitusi Negara Indonesia, juga bukan merupakan lembaga negara yang
berwenang untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD untuk kemudian menyatakan suatu
UU bertentangan atau tidak dengan UUD, melainkan lembaga pembentuk dan perubah UU
yang hasilnya bukan berarti tidak bertentangan dengan UUD dan tidak dapat diuji
konstitusionalitasnya oleh MK.47
Di samping itu, pada pertimbangan dalam putusan yang sama, yakni Putusan Nomor
1-2/PUU-XII/2014, MK mengkaji secara historis lahirnya lembaga MK pada perkara Marbury
vs Madison di MA Amerika Serikat yang mana dalam perkara tersebut yang diuji adalah adalah
UU tentang Kekuasaan Kehakiman (Judiciary Act 1789), yakni UU yang mengatur mengenai
MA Amerika Serikat sendiri. Putusan hakim pada saat itu juga merupakan ultra petita yang
mana putusan tersebut untuk pertama kalinya hal yang tidak dimohonkan juga diputuskan,
sehingga MK menyimpulkan bahwa tidak ada alasan konstitusional bagi MK untuk tidak
melakukan pengujian terhadap UU yang sekalipun materinya berisi mengenai ketentuan yang
mengatur tentang MK.48
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat terdapat tumpang tindih antara asas nemo
judex idoneus in propria causa dengan asas ius curia novit yang mana kedua asas tersebut sama-sama
berlaku bagi MK selaku salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. MK dalam
pertimbangan-pertimbangannya dapat dikatakan menyampingkan asas nemo judex idoneus in
propria causa dan mengedepankan asas ius curia novit sebagai dasar dalam memeriksa, mengadili,
serta memutus perkara pengujian UU terhadap UUD meski disisi lain MK berhadapan dengan
asas nemo judex idoneus in propria causa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukumnya tidak ada atau kurang jelas, namun wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut, dapat dikatakan bahwa tugas hakim adalah menemukan hukum. Apabila hakim tidak
menemukan hukum dalam hukum tertulis (hukum yang dikodifikasi), maka hakim wajib
mencari dan menemukan hukum dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib untuk
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dan hidup
47
48

Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, hlm. 97-98.
Ibid, hlm. 98.
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dalam masyarakat, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud hakim adalah
juga termasuk hakim konstitusi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Dalam perkara pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas UU yang
mengatur mengenai MK memang terdapat tumpang tindih antara asas nemo judex idoneus in
propria causa dengan asas ius curia novit bagi MK apabila MK menerima untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tersebut. Namun dalam hal ini MK melihat bahwa harus ada
pengesampingan dan pengecualian dalam penerapan kedua asas tersebut mengingat pokok
permasalahan utamanya adalah menyangkut dengan kewenangan dan tugas MK selaku salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman, yakni menguji UU terhadap UUD (pengujian
konstitusionalitas suatu UU).
MK melihat bahwa asas nemo judex idoneus in propria causa tidak bisa diterapkan di semua
lini proses peradilan, terutama peradilan konstitusi yang terdapat di MK, dengan alasan bahwa
berdasarkan kewenangan MK yang diberikan langsung oleh UUD untuk menguji UU terhadap
UUD, maka MK memiliki kewajiban untuk menguji semua UU, termasuk UU yang mengatur
tentang MK, terhadap UUD yang mana apabila asas nemo judex idoneus in propria causa
diterapkan dalam hal ini, maka akan menghalangi kewenangan MK yang diberikan langsung
oleh UUD tersebut. Kemudian selain dari hal tersebut, MK melihat apabila MK menolak
untuk menguji konstitusionalitas suatu UU, maka akan timbul pertanyaan lembaga mana lagi
yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu UU tersebut yang kemudian
akan berimplikasi pada ketidakjelasan terhadap perkara tersebut dan akan menghilangkan rasa
keadilan bagi warga negara Indonesia. MK juga melihat bahwa apabila asas nemo judex idoneus in
propria causa dikedepankan dalam hal ini, maka MK bisa saja menjadi “bulan-bulanan” dan
“sasaran empuk” untuk dilumpuhkan demi kepentingan kekuasaan oleh DPR dan Presiden
selaku pemegang kewenangan pembuat UU.
Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka MK menyatakan bahwa asas nemo judex
idoneus in propria causa tidak tepat untuk dikedepankan dalam hal ini dan dapat dilakukan
pengecualian dalam penerapannya dengan menafsirkan bahwa imparsialitas hakim adalah
ketidakberpihakan hakim dalam hal perkara yang menyangkut dengan dirinya terhadap perkara
tersebut, seperti pada perkara pidana atau perkara perdata yang objek sengketanya adalah
konflik kepentingan individu sedangkan dalam proses peradilan konstitusi dalam pengujian
konstitusionalitas suatu UU, objek sengketanya adalah penegakkan konstitusi melalui
penjabaran lebih lanjut dalam UU yang merupakan hal tersebut lebih kepada kepentingan
publik yang dijamin oleh UUD yang dirasa dirugikan hak konstitusionalnya. Sehingga, apabila
MK memutuskan bahwa MK tidak dapat untuk menerima pengajuan pengujian
konstitusionalitas suatu UU yang mengatur tentang MK, maka dapat disimpulkan bahwa tidak
ada lagi jalan untuk menjamin penegakkan hak konstitusional warga negara yang merupakan
kepentingan publik yang dijamin oleh UUD tersebut. Namun demikian, asas nemo judex idoneus
in propria causa tersebut tetap mutlak berlaku dan tidak boleh dikesampingkan dalam proses
peradilan yang dalam perkaranya objek sengketanya adalah kepentingan individu, seperti
perkara pidana atau perkara perdata.
Dengan tidak adanya ketentuan hukum yang menyatakan bahwa ada lembaga negara
yang memiliki kewenangan sama dengan MK untuk melakukan pengujian konstitusionalitas
suatu UU (menguji UU terhadap UUD) serta mekanisme khusus pengujian UU tentang MK,
apabila MK memutuskan bahwa MK tidak berwenang untuk melakukan pengujian UU yang
mengatur tentang MK, maka MK memutuskan untuk dapat dikesampingkannya asas nemo
judex idoneus in propria causa dan mengedepankan penerapan asas ius curia novit dalam hal ini
dengan tidak menolak permohonan pengujian UU tersebut dengan alasan tidak ada
hukumnya, melainkan memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang mana MK memberikan
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penafsiran terhadap pengertian dan penerapan prinsip imparsialitas hakim dalam memeriksa,
mengadili, serta memutus suatu perkara dengan dasar melihat konflik terhadap objek sengketa
dalam perkara tersebut, sehingga MK menyatakan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai
konstitusi Negara Indonesia dan mengedepankan kewenangannya untuk menguji UU terhadap
UUD serta tugasnya untuk menjamin penegakkan konstitusi sebagai norma tertinggi dengan
tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses.
MK dalam hal ini telah melakukan sebuah penafsiran terhadap konstitusi sesuai
dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UUD, yakni melakukan pengawalan dan
penafsiran terhadap konstitusi sebagai sebuah peraturan normatif tertinggi dalam struktur
hierarki tata hukum di Indonesia yang mana hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena pada
dasarnya MK dalam pertimbangannya, ingin menjamin penegakkan konstitusi sebagai hukum
tertinggi di Indonesia dan menjamin penegakkan hak konstitusional warga negara yang
merupakan kepentingan publik yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi Negara
Indonesia.
III. KESIMPULAN
Pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, MK melakukan pendekatan melalui
penafsiran sistematis yang mana MK menempatkan Pasal 22 UUD 1945 yang mengatur
kewenangan Presiden dalam membuat perppu dalam konteks UUD 1945 hasil perubahan I, II,
III, dan IV sehingga MK menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai perppu tersebut sangat
erat hubungannya dengan kewenangan DPR dalam pembuatan UU. Di samping itu, MK juga
menyimpulkan bahwa perppu melahirkan norma hukum sebagaimana UU sejak diberlakukan,
maka MK menyimpulkan dan menyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji perppu
tersebut. MK juga memberi makna kontekstual pada UUD 1945 dengan interpretasi sosiologis
dan teleologis yang tercermin dalam concurring opinion Hakim Konstitusi sekaligus ketua MK
saat itu, Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa penambahan kewenangan MK dalam
pengujian perppu tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat yang ada
pada saat pencari keadilan memohonkan perkara pada MK.
Pada perkara pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2013, MK menjadikan Putusan
Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut sebagai dasar kewenangan MK untuk melakukan
pengujian perppu tersebut. Hal tersebut sebagaimana putusan MK juga bersifat mengikat,
selain bersifat final, serta setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi
sebagaimana fungsi MK untuk menegakkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia.
Sehubungan dengan pengujian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kelembagaan MK yang dalam hal tersebut MK dianggap melanggar asas hukum nemo judex
idoneus in propria causa, MK berpendapat bahwa asas tersebut dapat dikesampingkan dengan
mengedepankan asas hukum lain, yakni asas ius curia novit, karena:
a. Tidak ada kewajiban MK untuk menolak pengajuan permohonan pengujian
konstitusionalitas suatu UU yang mengatur tentang MK, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dalam UUD maupun UU yang mengatur tentang MK, yang ada ialah
kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD. Serta tidak ada dalam UUD
disebutkan mengenai mekanisme khusus pengujian UU tentang MK dan lembaga negara
lain yang memiliki kewenangan yang sama dengan MK untuk dapat melakukan pengujian
konstitusionalitas suatu UU.
b. MK memberikan penafsiran terhadap pengertian dan penerapan prinsip imparsialitas hakim
dalam memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara dengan dasar melihat konflik
terhadap objek sengketa dalam perkara tersebut, sehingga MK menyatakan untuk kembali

DHARMASISYA Vol. I N0. 2 (Juni 2021)

585

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 571-588
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

kepada UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia dan mengedepankan
kewenangannya untuk menguji UU terhadap UUD serta fungsinya sebagai The Guardian of
Constitution.
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